BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Implementasi Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 05 Tahun 2009 tentang penebangan

kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat

Dalam rangka mendorong bergeraknya sektor Kehutanan dengan dukungan
ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan
hak atau lahan masyarakat atau kebun masyarakat, untuk itu pemerintah telah melakukan
debirokratisasi dan deregulasi peraturan tentang Tata Usaha Kayu Rakyat, hal ini tentu
disambut gembira oleh segenap masyarakat Indonesia, karena “jika sesuai dengan
peraturan” rakyat akan lebih mudah dan dilindungi privatisasinya dalam memiliki,
mengangkut dan memperniagakan kayu rakyat.

“Kalau menebang kayu harus mendapat surat izin atau menengtahui dari kepala
desa, kalau dulu kan endak, masih panjang syaratnya, sekarang sudah tidak lagi,
cukup mengetahui kepala desa, lalu kepala desa memberikan surat jalan, dan
apabila kayu yang sudah di tebang tersebut dibawa ke luar kota tidak apa” .*

Menurut Warga Sekitar Hutan (Ibu Parmi)

“Saiki mbk, kabeh enek aturane, enek langkah-langkah seng kudu di jalani, gak sak
wen wen, kape njupuk kayu nang alas sembarangan yo gk iso, polak e wes di kelola
ambek perhutani, kate nebang yo gak iso, tapi lek nurut karo perturane yo gak opo-
opo. Wong deso-deso koyok aku ngene iki mbk, biasane nang alas golek kayu, yo
duduk kayu seng gede-gede iku mbk, seng tak jupuk yo kayu seng pedotan iku, seng
luguran iku. Gae masak nang pawon. Lek ngunu yo gak opo-opo di jupuk. 2

Sekarang mbk, semua sudah ada aturannya, ada langkah-langkah yang harus di
jalani. Tidak sembarangan untuk mengambil kayu di dalam hutan. Karena sudah di

! Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
2 Wawancara dengan ibu parmi, Minggu, 15 Januari 2017 pukul 13.00 wib
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kelola langsung oleh perhutani.mau menebang pohon tidak bias, akan tetapi bila
mengikuti perturan yang sudah ada maka tidak apa-apa. Orang desa seprti saya ini
mbk, biasanya ke hutan untk mencari kayu, nukan kayu bulat atau kayu besar
seperti itu, melainkan kayu patahan atau ranting pohon yang sudah jatuh. Untuk di

jadikan bahan bakar dalam memasak. Kalau seperti itu tidak apa-apa di ambil.

Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang
selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari
pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak
dan atau lahan masyarakat.®> Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah
dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel
atau hak atas tanah. Lahan masyarakat adalah: lahan perorangan atau masyarakat di luar
kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan
pertanian dan kebun.*

“Wes 10 taun nang usaha mebel iki, susah senenge y owes tak rasakno kabeh,
untung rugine yowes tak rasakno. Seng awale golek kayune angel sampek ngurusi
perijinane seng angel yowes tak lakoni, nganti saiki wes maju, tujuane opo se mbk,
yo ben anak cucuku jange jek kumanan alam seng apik koyok ngene, aku sek jupuk
kayu nang daerah ku dewe, jati iku lo mbk, ngurusine bien sampek suwe, tapi
akhire yo iso

Sudah 10 Tahun usaha di meubel ini, susah senang sudah saya rasakan semua,
untung ruginya pun sudah saya rasakan. Yang awalnya untuk mencari kayumya
saja susah sampai untuk mengurus perizinan yang susah juga sudah saya lakukan,
sampai sekarang sudah maju, tujannya adalah supaya anak cucuku nanti masih bisa
erasakan alam yang baik seperti ini. Saya masih mengambil kayu di daerah saya

sendiri, jati itu lo mbk, mengurusi perizinannya dulu lama, tetapi akhirnya bisa.

® Herman Hidayat, Politik Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 130
* Keraf A Sonny, Etika Lingkungan (Jakarta: Kompas, 2002), 2
® Wawancara dengan pengusaha meubel. Selasa, 03 Januari 2017 pukul 16.00 wib
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“Hutan rakyat biasanya ditumbuhi, sengon, mahoni, jati, pinus, saya dapat patok
atau batas” wilayah di hutan seperti 640 h setiap sebulan sekali saya ngecek
apakah patoknya hilang atau rubuh, nanti saya yg bertugas untuk melaporkan.
Kalau di perhutani bisa di tanami polo wijo solanya untuk membantu masyarakat
sekitar hutan. Tujuan perhutani membentuk LMDH itu untuk membantu
masyarakat. perhutani tidak minta hasilnya, hanya di kasih bibit lalu ditanam, di
rawat. Di tanamnya bukan di hutan rakyat melainkan di hutan produksi.

1. Bukti Hutan hak dan lahan Milik masyarakat
Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan :
a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang
diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
b. Sertifikat Hak Pakai; atau
c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau

bukti kepemilikan lainnya.

Dokumen Pengangkutan Kayu Rakyat adalah:’
a. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan
sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari
hutan hak atau lahan masyarakat. SKAU merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan
yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.®

SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa
tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Pejabat penerbit SKAU
ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Dalam

hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan,

® Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib

7 Ikhsan Arief, “Respon Pelaku Usaha Hutan Rakyat Terhadap Kebijakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu”,
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/51265/3/E1liar.pdf/ (7 Januari 2017, 10.00 wib)

® Raharjo, Pengendalian Dampak Lingkungan (Surabaya: Airlangga, 2006)
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Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU. Surat Keterangan Asal
Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat
yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat. Pengangkutan lanjutan kayu
bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu
dengan mencantumkan nomor SKAU asal.
b. NOTA

Beberapa jenis kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat
pengangkutannya cukup hanya menggunakan nota yang diterbitkan oleh penjual. Nota
dapat berupa kwitansi Penjualan bermeterai cukup yang umum berlaku di masyarakat
jenis-jenis kayu tersebut adalah: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Kelapa, Kecapi, Kenari,
Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi,
Waru®
c. SKSKB

Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU dan Nota
menggunakan Dokumen Pengangkutan kayu SKSKB pelaksanaannya diatur sebagai

berikut :°

a) Untuk pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat, menggunakan SKSKB

b) Untuk pengangkutan kayu rakyat dalam bentuk olahan masyarakat (pengolahan
secara tradisional), menggunakan SKSKB dengan dilampiri BAP perubahan bentuk
dari kayu bulat menjadi kayu olahan yang dibuat oleh pemilik kayu dengan diketahui

P2SKSKB.

° Ikhsan Arief, “Respon Pelaku Usaha Hutan Rakyat Terhadap Kebijakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu”,
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/51265/3/E1 liar.pdf/ (7 Januari 2017, 10.00 wib)
19 Raharjo, Pengendalian Dampak Lingkungan (Surabaya: Airlangga, 2006)
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¢) Penerbitan SKSKB tersebut dilaksanakan oleh P2SKSKB.

d) Penggunaan SKSKB tersebut berlaku juga untuk pengangkutan lanjutan.

2. Permasalahan Dalam Pengelolaan Hutan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan kehutanan di Jawa
Timur adalah : 1. Belum kompetitifnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan
rendahnya kinerja kelembagaan dalam pengelolaan hutan dan lahan dan belum
mencukupinya sarana dan prasarana, 2. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan,
sistem informasi, inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta
jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan, 3. Belum
optimalnya dukungan regulasi dalam pemantapan kawasan hutan, menjadi salah satu
penyebab sering terjadinya sengketa agrarian kehutanan.™*

“Aku yo gak ngerti mbk, carane gae surat-surat ngunu, mek njupuk kayu, kadang

yo lemahe gae tanduran iki lo, aku yo kondo lek onok petugase, tapi gak opo-opo

gak aku tok seng ngunu, wong wong kene jek akeh seng njopok nang alas gak gae

surat mbk, gak ngerti carane”

Saya tidak mengerti caranya untuk membuat surat-surat seperti itu, hanya
mengambil kayu, kadang juga tanah untuk tanaman ini, saya juga meminta izin
kepada petugas bila ada, tapi tidak apa-apa tidak saya saja yang melakukan itu,
masyarakat di sekitar sini masih banyak yang mengambil kayu di hutan tanpa surat

mbk, karena tidak paham caranya®?

Terdapat banyak kasus sengketa masalah agraria kehutanan yaitu kasus-kasus
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan. Untuk itu

disamping sangat diperlukannya perangkat peraturan perundangan yang mendukung, juga

! Herman Hidayat, Politik Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 200
 Wawancara dengan ibu parmi, Minggu, 15 Januari 2017 pukul 13.00 wib
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perlunya upaya secara intensif dalam penyelesaian sengketa agraria sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, 4. Penetapan dan pengukuhan alih fungsi hutan produksi
menjadi hutan lindung hasil reskoring. Selama ini masih dijumpai adanya penggunaan
lahan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya, artinya masih dijumpai
penggunaan kawasan hutan sebagai kawasan hutan produksi, pada hal kenyataan di

lapangan seharusnya masuk kedalam katagori kawasan lindung.*®

Untuk keperluan penataan fungsi dan kepartian hukum, dipandang perlu untuk
segera dilakukan penetapan dan pengukuhan alih fungsi kawasan hutan produksi menjadi
kawasan hutan lindung berdasarkan hasil rescoring yang telah dilakukan pada tahun 2008
lalu, berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 6 Tahun 2005, tentang Penertiban dan
Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur. 5. Tidak terpenuhinya pemenuhan
kebutuhan bahan baku kayu industri, bagi industri kayu, meubel dan industri rumah tangga.
Kebutuhan bahan baku kayu untuk Jawa Timur cukup besar, dan selama ini belum / tidak
dapat dipenuhi dari wilayah Jawa Timur sendiri, sehingga masih mengandalkan pasokan

dari luar Jawa. **

Disisi lain terdapat potensi lahan yang cukup produktif untuk pengusahaan hutan
rakyat yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku kayu,
yang selama ini masih belum digarap secara profesional. 6. Masih lemahnya inventarisasi
industri primer kehutanan. Data sebaran dan jumlah industri primer kehutanan yang ada di
Jawa Timur dirasakan masih belum akurat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan adminsitratif. 7. Tingkat kerusakan

3 Anita Hafsari, “Keragaan Usaha Industry Pengolahan Kayu Rakyat di Kabupaten Cianjur”,
https://core.ac.uk/download/pdf/32353879.pdf/ (Minggu, 8 Januari 2017, 13.00 wib)
 Herman Hidayat, Politik Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 200
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dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi, sehingga hutan dan lahan belum
dapat berfungsi dengan optimal, baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan
pengatur kondisi hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai.

“Habis tebang tanam, dan di bandulan sudah terjadi, tp harus sesuai tata
waktunya, jd tidak sembarangan untuk tebang tanam. Kalau saya acuan pada
undang undang 41 pp45 tentang penangkapan dsb karena saya polhut kan. Kenapa
kok harus sesuai tata waktunya, ya biar tanaman yang kita tanam bias tumbuh
sesuai dengan fungsinya. Seperti menjadi resapan air dll. Yg dinamakan tanaman
itu, pohon yang ditanam. Kenapa hutan harus di lindungi? Karena agar terjaga
kelestariannnya. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan, banjir, tanah longsor dan
bencana lainnya. Kalau ada masyarakat yg mengambil kayu atau tanah namun
dalam jumlah sedikit saja ya tidak apa-apa namun kalau satu karung, pick up dsb
ya itu masuk ranah saya untuk di tangkap.”

Dampak yang ditimbulkan adalah bencana banjir yang secara rutin tahunan
menimpa wilayah Jawa Timur, demikian pula dengan bencana tanah longsor, dan
kebakaran hutan di musim kemarau. 8. Belum terpadunya program pengelolaan hutan dan
lahan di daerah hulu dan hilir DAS, menyebabkan daya dukung hutan dan lahan bagi
pelestarian ekosistem dan sumber daya air belum optimal. Daerah hilir sering menjadi
korban akibat pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu yang kurang optimal, sementara

di sisi lain kurang optimalnya pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu, sebagai akibat

kekurangan pendanaan untuk merehabilitasi kawasan hutan dan lahan yang rusak.

Belum optimalnya pelaksanaan program PHBM sebagai salah satu ikon
pembangunan kehutanan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di
Jawa Timur. 9. Keberadaan dan kelestarian sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh

tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang selama ini sangat bergantung

™Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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pada sumber daya hutan sebagai salah satu sumber pendapatan. *® Sharing peran serta
masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan, melalui pelaksanaan prograam
PHBM sangat besar pengaruhnya terhadap keberadaan sumber daya hutan itu sendiri.
Akan tetapi dalam praktek di lapangan, masih sangat terbatasnya kemampuan kelompok
LMDH pelaksana program PHBM dalam mengakses kemudahan yang diberikan oleh
pihak Perum Perhutani. 10. Belum optimalnya peran UPT Dinas Kehutanan yaitu UPT

Peredaran dan Sertifikasi Hasil Hutan, dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.

Optimalisasi peran UPT sangat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan
publik khususnya dalam pengendalian peredaran hasil hutan, dalam pelestarian kawasan,
maupun dalam menggali potensi penerimaan daerah. 11. Belum optimalnya pengelolaan
kawasan pelestarian alam Tahura, sehingga Tahura belum mampu berfungsi sebagaimana
mestinya, seperti fungsinya sebagai sumber plasma nutfah dan fungsi perlindungan bagi
daerah penyangga.

“Disini, masuk dalam wilayah kerja saya, sudah jarang terjadi tindakan criminal,
kalau dulu banyak sekali, sampai saya bisa habis 100 peluru sekitar tahun 1999,
banyak masyarakat yang mencuri kayu jati, di jatirejo itu, sampai lahannya
menjadi gundul itu. Tapi sekarang masyarakat sudah tau resiko jika mengambil
kayu illegal itu apa. Jadi sedikit takut begitu. Mereka sekedar kalau ke hutan ya
ngambil tanah, kan tanah di hutan itu tanah yg paling bagus untuk yang mau
menanam tanaman, mangkanya banyak yg mengincar, dulu ada yg mau ngambil
satu truk pick up, lalu saya beri peringatan keras, karena ini tidak selayaknya
untuk di ambil, kalua sedikit tidak apa-apa seperti di plastic kecil tapi kalau
keterusan ya di tequr.memang kan peraturan itu bis amenyesuaikan. ™’

Seringnya terjadi bencana kebakaran, lebih banyak disebabkan karena kelalaian

ataupun unsur kesengajaan manusia, baik pengunjung maupun pendaki kawasan dan juga

para pemburu, yang sering kali ilegal/ tak berijin untuk memasuki kawasan Tahura.

16 Kemenhut, Pendampingan Pencegahan Kebakaran dan Lahan (Jakarta: Kemenhut, 2015)
" Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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B. Pemanfaatan kayu di dalam tata usaha kayu rakyat sebelum dan sesudah adanya Perda
Nomor 05 Tahun 2009 di daerah Pacet Kabupaten Mojokerto
Sebagai sebuah sumberdaya, hutan rakyat memberikan banyak manfaat terhadap
pemiliknya, baik manfaat secara ekologis maupun secara ekonomis, baik secara material
maupun immaterial. Beberapa manfaat atau keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh
hutan rakyat kepada pemiliknya adalah:*®
1. Keuntungan ekologis, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam lebih efisien.
2. Keuntungan ekonomi, yaitu keanekaragaman hayati dan peningkatan volume
produksi.
3. Keuntungan psikologis, yaitu perubahan cara produksi tradisional lebih mudah
diterima daripada sistem usaha tani monokultur.
4. Keuntungan politis, yaitu memberikan pelayanan sosial yang baik kepada
masyarakat sekaligus sebagai keamanan hutan negara dan penyerobotan lahan.
Semakin langkanya kayu yang berasal dari hutan alam dan negara, membuat
industri akhirnya mencari alternatif kayu lain. Jika selama ini umumnya industri
menggunakan kayu jenis rimba seperti meranti, nyantoh, pulai, atau rimba campuran
lainnya pada tahun-tahun terakhir industri telah memanfaatkan kayu yang berasal dari
hutan rakyat. *° Dari hasil wawancara dan pengamatan pada tanggal 25 Desember 2016
sampai 27 Januari 2017, terdapat beberapa pendapat dari berbagai masyarakat di wilayah
Kabupaten Mojokerto tentang bagaimana pemanfaatan kayu dalam tata usaha kayu rakyat

di daerah tersebut.

'8 Arifin Arief, Hutan dan Kehutanan,(Yogyakarta: Kanisius, 2001), 36

67
19 Soeriatmaj, 1lmu Lingkungan, (Bandung: ITB, 1989), 133
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Menurut Polisi Hutan (Sutarno),

“Saya khusus pada bagian penangkapan illegal logging, penebangan kayu, ya itu
bagian saya. Jadi begini hutan yang dikelola perhutani Hutan lindung dan hutan
produksi ya ditebang. Hutan Lindung dan konservasi tidak dapat di tebang. Hutan
rayat tidak mungkin di tanam di hutan, hutan rakyat itu berada di tanah
pemajakan, tanah pemajakan itu tanah milik rakyat sendiri, kayak sawah milik
sendirri itu termasuk tanah pemajakan. atau seperti satu orang memiliki tanah dan
di tanami pohon-pohon, itulah hutan rakyat, bukan hutan yg ada di atas sana,
melainkan tanah milik rakyat yang ditanami oleh kayu dll. Itu hutan rakyat. ?°

Menurut Kepala Seksi Sumber Daya (Arochim Ichsan, S.IP),

“ Ada beberapa jenis kayu yang berada pada hutan rakyat, contohnya adalah kayu
Jati, Sengon, Mahoni dll, dari berbagai jenis kayu yang berasal dari hutan ini,
sengon merupakan jenis kayu dengan jumlah produksi tertinggi disamping jati.”**

No. | Jenis Kayu Rakyat 2009 (m3) 2010 (m3) 2011 (m3)

1. Jati 117.607,03 598.666,22 | 620.778,30

2. Mahoni 32.323,91 174.383,56 | 78.304,39

3. Acacia 8.698,11 235.817,01 | 79.284,03

4. Pinus 10.027,11 80.086,86 34.591,55

5. Gmelina 9.289,42 959,95 13.299,11

6. Sengon 1.059.588,33 281.406,68 | 1.265.150,23

7. Sonokeling 8.003,69 17.516,11 17.639,64

8. Mindi 2.800,09 1.080,34 13.469,43

9. Rimba Lainnya 61.676,39 346.020,47 | 58.016,71
Jumlah 1.310.014,08 1.735.941,20 | 2.180.533,39

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2% \Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
2! \Wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya (Arochim Ichsan, S.IP), Senin, 12 Desember 2016, pukul 10.50

wib
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Table 1 : Produksi Tahunan Hasil Hutan Rakyat Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kayu

Hal ini terkait dengan adanya program sengonisasi dari pemerintah yang dimulai
sekitar tahun 1990 dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menanam hutan rakyat
terutama dari fast growing species. Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai
menanam sengon dan jabon karena dengan daur tebang yang relatif pendek (5-7 tahun)

telah mampu memberikan manfaat ekonomi dan ekologi bagi masyarakat. %

Menurut Polisi Hutan (Bapak Sutarno)

“Hutan nang kene iki yo mbk, ws apik. Akeh tanduran, kayu dll seng di rumat karo
warga Deso kene, contohe, sengon, jati, karet, tau kan ndilok tulisan larangan
mengotori, mengambil dan merusak tumbuh-tumbuhan di daerah sini, iku salah
sijine coro gae nyadarno masyarakat cek gak sembarangan, cek gak ngerusak
alam. Nang ndi ndi jenenge alam kudu dijogo, lek gak dijogo dadine rusak. %

Hutan di daerah ini mbk, sudah bagus, banyak tanaman, kayu dll yang di jaga oleh
warga Desa setempat, contohnya adalah sengon, jati dan karet, pernah kan melihat
ada tanda peringatan atau tulisan yang berisi, dilarang mengotori, mengambil dan
merusak tumbuh-tumbuhan di daerah sini, itu adalah salah satu cara untuk
menyadarkan masyarakat agar tidak sembarangan dan tidak merusak alam.
Dimana-mana yang dinamakan alam harus dijaga, kalau tidak dijaga maka akan

rusak

Kayu sengon mempunyai bentuk bulat memanjang yang mengakibatkan kayu ini
mudah dikupas untuk dibuat veneer tanpa perlakuan pendahuluan. Selain sebagai bahan
baku plywood, sengon banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti kayu gergajian,

papan partikel dan pulp. Selain permintaan yang tinggi, sengon semakin disukai petani

untuk dibudidayakan karena sengon merupakan jenis fast growing species (FGS) dimana

22 Ali Suhardiman, Manual Praktek Mengelola Hutan dan Lahan (Yogyakarta: CIFOR, 2015),15
2 Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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kayunya bisa dipanen dalam waktu relatif singkat, hanya 5 tahun. Walaupun umur panen
Jati tergolong lama yaitu diatas 40 tahun, namun permintaan akan jati tetap tinggi. Hal ini
dikarenakan kayunya yang kuat dan kelas awetnya yang tinggi. Disamping itu harga kayu
jati juga jauh lebih tinggi dibanding kayu jenis FGS. Dengan karakteristik kayunya, kayu
jati banyak digunakan untuk mebel dan bahan bangunan.
“Di kawasan ini hutan itu dibagi menjadi tiga, apa saja? Yang pertama yaitu
hutan Hutan Rakyat, Hutan Tanaman dan TAHURA ( Taman Hutan Raya ). Kalau
hutan Rakyat itu di kelola langsung oleh rakyat atau masyarakat, hutan Tanaman
itu dikelola langsung oleh Perhutani lalu Tahura itu dikelola oleh Dinas Tingkat
Satu. "

Permintaan kayu jati di Indonesia mencapai 7 juta kubik pertahun dan cenderung
meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi hanya sebesar 700.000 m3 saja yang dapat
dipenuhi oleh produksi dalam negeri baik dari hutan produksi maupun hutan rakyat. Saat
ini telah banyak dikembangkan tanaman jati varietas unggul (genjah) seperti jati unggul
nusantara, jati emas, jati super dan jati plus perhutani yang diharapkan dapat berproduksi
dalam kurun waktu yang relatif singkat dan dapat diperoleh nilai produksi yang cukup
menjanjikan.

“Hutan di wilayah mojokerto yang paling produktif, kemiri 634 h, claket 1500 h,
trawas 3000 h itu adalah hutan produksi plus lindung, mengajukan dulu sebelum di
tebang, apakah sudh memenuhi kriteria pohon yang pas untuk di tebang ataukah
tidak, baru melapor pada kepala desa untuk minta surat/ berdasarkan petok D atau
sertifikat nomor sekian, la nanti p madun itu yg menerbitkan surat jalan.

Walaupun produksi jabon Jawa Timur belum tinggi akan tetapi akhir-akhir ini

permintaan terhadap kayu jabon dari industri semakin tinggi. Industri plywood menyukai

2 \Wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya (Arochim Ichsan, S.IP), Senin, 12 Desember 2016, pukul 10.50
wib

% Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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jabon karena memiliki batang yang lurus dan mudah untuk dibuat veneer tanpa perlakuan
khusus. Sedangkan minat petani untuk menanam jabon mulai tinggi karena Jabon memiliki
kelebihan yaitu cepat tumbuh. Dalam jangka waktu 5 tahun kayunya sudah mencapai

diameter 30-40 cm. Selain itu Jabon juga cenderung tahan terhadap serangan penyakit .

Jabon banyak digunakan untuk industri plywood, papan blok, fiber block, papan
partikel dan pulp. Berdasarkan beberapa hasil analisa diatas maka ditetapkanlah tanaman
yang potensial untuk dikembangkan pada hutan rakyat di Jawa adalah jenis Jati, sengon
dan jabon yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial bagi
masyarakat. Komponen veneer sengon memberikan kontribusi yang cukup signifikan
sebagai bahan pembentuk plywood, dengan kandungan mencapai 70%. Hal ini merupakan
peluang bagi kayu yang berasal dari hutan rakyat.”® Produksi jati di Jawa Timur setiap
tahun cenderung meningkat meskipun tidak sebesar sengon. Meskipun daur tebang jati
lama yaitu lebih dari 20 tahun, namun masyarakat di Jawa Timur tetap menyukai jati
karena harga jual kayunya yang tinggi serta kemampuannya untuk tumbuh pada lahan

kering berkapur yang banyak terdapat didaerah utara Jawa Timur.

1. Produksi Kayu Rakyat
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, luas hutan rakyat
meningkat setiap tahunnya dari seluas 262.279 Ha pada tahun 2006 sampai 664.560 Ha
pada tahun 2010. Masyarakat dengan kesadaran sendiri secara swadaya mengusahakan
bibit berkualitas untuk penanaman sengon dilahan miliknya karena telah merasakan
manfaat dari harga jual kayu sengon yang cenderung semakin tinggi dengan biaya

penanaman dan pemeliharaan yang relatif rendah dibandingkan dengan tanaman

% Raharjo, Pengendalian Dampak Lingkungan (Surabaya: Airlangga, 2006)
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semusim.?” Meningkatnya produksi dan luasan penanaman sengon setiap tahunnya ternyata
mendorong munculnya pembangunan industri pengolahan kayu rakyat.

“Wong nang daerah kene akeh-akehe dadi tani mbk, meubel yo nang jabon kono
cidek e perhutani, tapi tetep mayoritas e petani, mergane sakliyane hutan, lahan
sawah nang daerah Pacet utamane subur trus gampang di tanduri, hutan e yo
ngunu, hutan rakyat saiki yo terjaga, megakne masyarakat wes iso ngejalanno lek
nebang sak uwet kudu nandur limang wet gae gantine. Lek gak onok peraturan
ngunu iso-iso amblass kayu iku mbk. ~ 28

Masyarakat di daerah ini kebanyakan bermatapencaharian sebagai petani dan
meubel berada di daerah jabon dekat dengan perhutani, akan tetapi tetap saja
mayoritasnya adalah petani, karena selain kawasan hutan, lahan sawah di daerah
Pacet utamanya sangat subur dan mudah untuk ditanami, dengan hutan pun
demikian, hutan rakyat juga terjaga. Karena masyarakat sudah melaksanakan jika
menebang satu pohon harus menanam lima pohon sebagai gantinya. Kalau tidak
ada pertauran semacam itu, bias-bisa habis kayu ini mbk.

Teknologi yang digunakan berubah sehingga bisa dipergunakan untuk mengolah
kayu berdiameter kecil seperti mesin rotary yang mampu mempeeling kayu bulat menjadi
veneer dengan menyisakan empulur hanya sekitar 3 cm sehingga dapat menghemat bahan
baku. %

“Hutan rayat tidak mungkin di tanam di hutan, hutan rakyat itu berada di tanah

pemajakan, tanah pemajakan itu tanah milik rakyat sendiri, kayak sawah milik

sendiri itu termasuk tanah pemajakan. atau seperti satu orang memiliki tanah dan

di tanami pohon-pohon, itulah hutan rakyat, bukan hutan yg ada di atas sana,

melainkan tanah milik rakyat yang ditanami oleh kayu dil. Itu hutan rakyat.”*

Secara umum agar dapat tumbuh dengan optimal, tanaman jati membutuhkan iklim

dengan curah hujan optimum 1.500-2.000 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 250C -

300C. Kelembaban optimal yang dibutuhkan jati sekitar 80% dengan intensitas cahaya

" Herman Hidayat, Politik Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 98

8 \Wawancara dengan Pegawai Balai Desa Pacet (bapak Mujayin) , Rabu 04 Januari 2016 pukul 15.00 wib
2 Ali Suhardiman, Manual Praktek Mengelola Hutan dan Lahan (Yogyakarta: CIFOR, 2015),17

% Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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cukup tinggi antara 75-1005. Tanaman jati idealnya ditanam diareal dengan topografi yang
relatif datar (hutan dataran rendah) atau memiliki kemiringan lereng < 20 % (Sumarna,
2011). Jati dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0-700 m dpl. Curah hujan secara fisik
dan fisiologis berpengaruh terhadap sifat gugurnya daun dan kualitas produk kayu. Pada
daerah dengan musim kemarau panjang, jati akan menggugurkan daunnya dan lingkaran

tahun yang terbentuk tampak artistik.

Pada daerah yang sering turun hujan atau curah hujannya tinggi (>1.500 mm/tahun)
jati tidak menggugurkan daun dan lingkaran tahun kurang menarik. Jati tidak terlalu terikat
pada suatu jenis tanah tertentu, tetapi jati tumbuh baik pada tanah yang sarang,
mengandung Ca dan P cukup serta pH tanah antara 68. Pada tanah yang berbatu,
kekurangan air, sangat kering dan jelek aerasinya, termasuk juga tanah yang dangkal,
pertumbuhan jati dapat menjadi sangat bengkok dan bercabang rendah. Tanaman jati
tumbuh bagus pada lahan dengan kondisi fraksi lempung, lempung berpasir, atau pada
lahan liat berpasir, solum dalam, dan keasaman (pH) tanah sekitar 6.

“Hutan di wilayah mojokerto yang paling produktif, kemiri 634 h, claket 1500 h,

trawas 3000 h itu adalah hutan produksi plus lindung, mengajukan dulu sebelum di

tebang, apakah sudh memenuhi kriteria pohon yang pas untuk di tebang ataukah

tidak, baru melapor pada kepala desa untuk minta surat/ berdasarkan petok D atau
sertifikat nomor sekian, la nanti p madun itu yg menerbitkan surat jalan. Hutan
rakyat biasanya ditumbuhi, sengon, mahoni, jati, pinus, saya dapat patok atau

batas” wilayah di hutan seperti 640 h setiap sebulan sekali saya ngecek apakah
patoknya hilang atau rubuh, nanti saya yg bertugas untuk melaporkan.:

Disamping itu jati banyak ditanam sebagai pembatas lahan milik petani dengan

harapan menjadi “tabungan” yaitu dijual pada saat petani membutuhkan uang dengan

# Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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jumlah yan besar.** Bagi petani penanaman jati merupakan tabungan yang dipanen pada
saat petani perlu untuk pengeluaran yang besar seperti hajatan dan sebagainya. Jati untuk
keperluan ini biasanya ditanam pada batas tanah milik. Di Jawa Timur pengelolaan hutan
rakyat umumnya berupa agroforestry atau tumpang sari dan tanaman kayu-kayuan dengan
jenis tanaman yang beragam. Bahkan dilapangan ada yang menanam dengan sistem
polikultur dan multistratum.

Multistratum merupakan penanaman dengan tajuk tegakan bertingkat.*® Segala
sesuatu memiliki arah dan tujuan, begitu pula pembangunan hutan rakyat. Mengapa sebuah
lahan milik harus dikelola menjadi hutan rakyat, bukan kebun atau lahan pertanian. Semua
keputusan itu diambil dengan banyak pertimbangan, alasan-alasan, dan perhitungan untung
ruginya. Menurut Soemitro, tujuan pembangunan hutan rakyat antara lain: *

1. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif dan atau
yang produktif karena keadaan lapangan dan tanahnya tidak sesuai untuk
penanaman tanaman pangan.

2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani akan kebutuhan kayu,
baik kayu bakar maupun kayu perkakas serta jenis hasil hutan lainnya.

3. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekaligus meningkatkan
kesejahteraannya.

4. Untuk memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya lahan hutan rakyat yang

ada di kawasan perlindungan daerah aliran air.

% Indriyanto, Ekologi Hutan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),100
% Kemenhut, Pendampingan Pencegahan Kebakaran dan Lahan (Jakarta: Kemenhut, 2015)
% Mahendra F. Sistem Agroforestri dan Aplikasinya. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 20
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Faktor-faktor yang akan mempengaruhi lokasi industri secara regional adalah
ongkos trasport dan biaya tenaga kerja. Apabila faktor-faktor lain diabaikan maka lokasi
industri akan terletak pada tempat-tempat yang mempunyai ongkos trasport yang
minimum. Ongkos transport ini meliputi ongkos pengangkutan bahan-bahan baku
ketempat produksi dan ongkos pengangkutan hasil/produksi ke tempat konsumen. Ongkos
trasportasi tergantung dari : 1. Berat dan volume yang diangkut 2. Jarak yang ditempuh 3.
Sistem dan alat trasportasi yang dipakai 4. Keadaan daerah dan keadaan jaringan jalan

serta 5. Macam barang yang diangkut.

Saat ini mekanisme perdagangan kayu rakyat melibatkan minimal 3 stakeholder.
Petani sebagai produsen, pedagang perantara yang membeli ke petani kemudian menjual
ke pihak IPHHK. Mekanisme ini terbentuk karena industri kayu terutama dengan kapasitas
besar tidak mau membeli dalam partai kecil karena dianggap merepotkan dalam
mengumpulkan dan mengurus perijinannya serta transportasi, sehingga mereka lebih

menyukai membeli dari pedagang perantara.

2. Mekanisme Perdagangan Kayu Rakyat

Mekanisme perdagangan kayu rakyat Saat ini mekanisme perdagangan kayu rakyat
melibatkan minimal 3 stakeholder. Petani sebagai produsen, pedagang perantara yang
membeli ke petani kemudian menjual ke pihak IPHHK. Mekanisme ini terbentuk karena
industri kayu terutama dengan kapasitas besar tidak mau membeli dalam partai kecil
karena dianggap merepotkan dalam mengumpulkan dan mengurus perijinannya serta

transportasi, sehingga mereka lebih menyukai membeli dari pedagang perantara.
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Gambar Mekanisme Perdagangan Kayu Jati

Petani biasanya menjual kayu dalam bentuk pohon berdiri dengan sistem tebang
butuh, dimana petani tidak sepenuhnya mengikuti teknis silvikultur memanen sesuai
dengan daur tebang. Umpamanya daur sengon adalah 5-7 tahun, akan tetapi petani telah
menjual saat berumur 4 tahun karena membutuhkan biaya kepada pedagang pengepul. Hal
ini menyebabkan harga jual kayu tersebut rendah disamping pedagang pengepul biasanya
memberikan tafsiran volume yang rendah karena keterbatasan petani dalam menghitung

volume tegakan. Untuk penebangan, biasanya dilakukan oleh pedagang pengepul.

Biaya trasnportasi dan biaya administrasi mulai dari ijin tebang sampai
pengangkutan juga ditanggung oleh pedagang. Margin keuntungan pedagang berdasarkan
informasi yang diperoleh adalah sekitar 20-40 %. Pada mekanisme perdagangan kayu Jati,
pedagang pengepul menjual kayu log dari petani kepada pedagang besar antar kabupaten
atau kepada industri pengolah kayu lokal. Kayu hasil olahan biasanya berupa kayu

gergajian kemudian dijual lagi kepada industri besar, industri meubel, konsumen atau
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dibeli lagi oleh pedagang besar. Kemudian pedagang besar menjual baik kayu bulat atau

kayu olahan tersebut ke industri besar atau ke konsumen.

“Jatirejo merupkan kawasan yg sering kali terjadi kriminalitas, jati merupakan
tumbuhan yang sangat diminati disana hingga banyak masyarakat yang
mengambilnya tanpa izin, namun beberapa juga dengan izin untuk membuka usaha
ukir dll. Tapi kalau sekrang sudah mendingan lah, sudah jarang masyarakat yg
melakukan penebangan liar, atau mencuri kayu di wilayah hutan tersebut. karena
masyarakat sudah paham denda yg harus di bayar bila melakukan illegal logging

adalah kurungan 10 tahun dan denda 10 Miliyar. Tp kalau prakteknya kurungan 6

bulan, 1 tahun, namun denda tetap 10 Milyar. %

Mekanisme perdagangan kayu Sengon dan Jabon yaitu kayu yang dibeli oleh
pengepul kemudian dijual kepada pedagang besar yang memilah-milah grade kayu untuk
dijual lagi kepada IPK kecil atau besar. Sebagian dari pengepul membawa kayu ke sawmill
lokal untuk diolah menjadi kayu gergajian sebelum menjual ke IPHHK atau dijual keluar
daerah. Dengan mekanisme seperti ini rantai perdagangan telah melewati beberapa
pedagang sehingga marjin harga tertinggi adalah ditingkat pedagang perantara sementara
petani tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan adanya pola kemitraan

diharapkan dapat memperndek mata rantai pedagang perantara.

Kayu rakyat merupakan hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri sehingga
pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak pemilik. Sebagai upaya
menjamin kelestarian hutan rakyat, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di
hutan rakyat menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan. Peran pemerintah dalam hal

ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi

% Wawancara dengan Polisi hutan (bapak Sutarno), Minggu, 15 Januari 2017 pukul 19.00 wib
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kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Beberapa aturan dan
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut penatausahaan hasil hutan rakyat

diantaranya:

Pertama, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006, tentang
Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Yang Berasal Dari Hutan Hak. Kedua, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-
[1/2006, tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.51/Menhut-11/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Ketiga, Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.33/Menhut-11/2007, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul

(SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.*®

Pada intinya, peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.51 mengatur tentang
penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu
yang berasal dari hutan hak. Penggunaan dokumen SKAU yang diterbitkan oleh Kepala
Desa/Lurah digunakan untuk pengangkutan kayu sengon, karet dan kelapa yang berasal
dari hutan hak/tanah milik. Permenhut No. P.62 mengatur tentang penggunaan dokumen
SKSKB-KR vyang diterbitkan oleh petugas Dinas Kehutanan kabupaten/kota setempat
untuk pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak/tanah milik untuk jenis selain
sengon, karet dan kelapa. Permenhut No. P.33 merupakan perubahan kedua atas Permenhut

P. 51 dimana dokumen untuk pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak/tanah milik

% Herman Hidayat, Politik Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 130
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meliputi : a. Nota/kwitansi untuk kelompok jenis I b. SKAU untuk kelompok jenis Il c.

SKSKB-KR untuk kelompok jenis I11.

Kayu Sengon dan Jabon termasuk kedalam kelompok jenis Il sehingga untuk
pengangkutannya memerlukan SKAU, sedangkan jati tergolong kelompok Ill sehingga
dalam penatausahaannya memerlukan ijin tebang dan dokumen SKSKB-KR karena
dikhawatirkan kayu jati yang diangkut adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan
produksi Perum Perhutani. Kebijakan menggunakan SKAU bertujuan sebagai bentuk
perlindungan dan pengakuan hak-hak rakyat atas hasil hutan yang merupakan barang

milik/hak privat dalam proses pengangkutannya.

Pada prinsipnya secara umum penatausahaan hasil hutan dari tanah hak adalah
sama dengan penata usahaan hasil hutan dari hutan tanaman. Namun karena menyangkut
kebenaran asalusul, bahwa hasil hutan tersebut benar-benar berasal dari lahan milik, dalam
hal ini diperlukan keterlibatan kepala desa/lurah atau yang sederajat untuk memberikan
legalitas. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk melindungi peredaran hasil hutan dari

lahan hak adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

C. Analisis Data

Setelah menyajikan data-data dalam penyajian yang menjawab segala masalah yang
dipertanyakan dalam rumusan masalah, maka dalam analisis data akan dipaparkan
beberapa hasil temuan peneliti di lapangan dan sekaligus analisisnya. Adapun temuan-

temuan itu adalah sebagai berikut:
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1. Implementasi Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang penebangan
kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat.

Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang
selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari
pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak
dan atau lahan masyarakat.*” Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah
dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas
titel atau hak atas tanah. Lahan masyarakat adalah: lahan perorangan atau masyarakat di
luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan
pertanian dan kebun.*®

Dengan adanya perda ini dianggap bahwa masyarakat akan lebih memahami
adanya peraturan daerah dan tujuan adanya peraturan ini adalah agar mayarakat dapat
membedakan antara kayu rakyat dengan kayu hutan, Meningkatkan rasa aman
masyarakat Menciptakan tata usaha perkayuan yang tertib, lancar, efisien dan
bertanggung jawab Untuk pengendalian penebangan kayu. Mengenai perizinan
penebangan kayu serta pengolahan kayu di wilayah Kabupaten Mojokerto, ada beberapa
pendapat dari masyarakat didaerah Kabupaten Mojokerto yang mengemukakan tentang
perizinan tersebut antara lain, mereka menganggap dengan adanya perda ini lebih
mempermudah masyarakat dalam memperoleh hasil hutan untuk di jadikan industry.
Hanya dengan melampirkan surat atau mengurus surat perizinan dari wilayah Desa
tempat tinggal masing-masing penduduk, sudah bisa menebang kayu rakyat. Namun

harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Mayarakat

" Herman Hidayat, Politik Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 130
% Keraf A Sonny, Etika Lingkungan (Jakarta: Kompas, 2002), 2
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Kabupaten Mojokerto mayoritas sebagai petani, namun, beberapa industry besar adalah
meubel. Yang bahan bakunya diambil dari hutan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Masyarakat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perhutani dengan
dimudahkan dalam pembuatan perizinannya, sehingga masyarakat yang dulu enggan
mengurus surat perizinan sekarang menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka sebagai
masyarakat yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku, berbeda dengan jaman
dahulu, masyarakat belum sadar akan adanya pengurusan perizinan, mereka menjarah
kayu-kayu di hutan dengan bebasnya karena menganggap kayu hutan adalah untuk rakyat
dan milik rakyat. Sehingga, akibatnya adalah, hutan-hutan produksi di wilayah
Kabupaten Mojokerto habis atau tandus dan kayu—kayu yang menjadi tumbuhan
mayoritas di wilayah hutan tersebut sudah sangat berkurang jumlahnya. Dengan adanya
hal tersebut, sering kali terjadi longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya yang sangat

mengancam masyarakat di wilayah tersebut.

2. Pemanfaatan kayu di dalam tata usaha kayu rakyat sebelum dan sesudah adanya

Perda Nomor 05 Tahun 2009 di daerah Pacet Kabupaten Mojokerto.

Semakin langkanya kayu yang berasal dari hutan alam dan negara, membuat
industri akhirnya mencari alternatif kayu lain. Jika selama ini umumnya industri
menggunakan kayu jenis rimba seperti meranti, nyantoh, pulai, atau rimba campuran
lainnya pada tahun-tahun terakhir industri telah memanfaatkan kayu yang berasal dari
hutan rakyat. *° Dari hasil wawancara dan pengamatan pada tanggal 25 Desember 2016

sampai 27 Januari 2017, terdapat beberapa pendapat dari berbagai masyarakat di wilayah

% Soeriatmaja, Ilmu Lingkungan (Bandung: ITB, 1989), 133



80

Kabupaten Mojokerto tentang bagaimana pemanfaatan kayu dalam tata usaha kayu rakyat

di daerah tersebut.

Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai menanam sengon dan jabon karena
dengan daur tebang yang relatif pendek (5-7 tahun) telah mampu memberikan manfaat
ekonomi dan ekologi bagi masyarakat. *° Kayu sengon mempunyai bentuk bulat
memanjang yang mengakibatkan kayu ini mudah dikupas untuk dibuat veneer tanpa
perlakuan pendahuluan. Sengon banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti kayu
gergajian, papan partikel dan pulp. Selain permintaan yang tinggi, sengon semakin
disukai petani untuk dibudidayakan karena sengon merupakan jenis fast growing species
(FGS) dimana kayunya bisa dipanen dalam waktu relatif singkat, hanya 5 tahun.

Walaupun umur panen Jati tergolong lama yaitu diatas 40 tahun, namun
permintaan akan jati tetap tinggi. Hal ini dikarenakan kayunya yang kuat dan kelas
awetnya yang tinggi. Disamping itu harga kayu jati juga jauh lebih tinggi dibanding kayu
jenis FGS. Dengan karakteristik kayunya, kayu jati banyak digunakan untuk mebel dan
bahan bangunan. Secara umum agar dapat tumbuh dengan optimal, tanaman jati
membutuhkan iklim dengan curah hujan optimum 1.500-2.000 mm/tahun dengan suhu
udara rata-rata 250C -300C. Kelembaban optimal yang dibutuhkan jati sekitar 80%
dengan intensitas cahaya cukup tinggi antara 75-1005. Tanaman jati idealnya ditanam
diareal dengan topografi yang relatif datar (hutan dataran rendah) atau memiliki
kemiringan lereng < 20 % .

Jati dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0-700 m dpl. Curah hujan secara fisik

dan fisiologis berpengaruh terhadap sifat gugurnya daun dan kualitas produk kayu. Pada

%0 Ali Suhardiman, Manual Praktek Mengelola Hutan dan Lahan (Yogyakarta: CIFOR, 2015),15
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daerah dengan musim kemarau panjang, jati akan menggugurkan daunnya dan lingkaran
tahun yang terbentuk tampak artistik. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi lokasi
industri secara regional adalah ongkos trasport dan biaya tenaga kerja. Apabila faktor-
faktor lain diabaikan maka lokasi industri akan terletak pada tempat-tempat yang
mempunyai ongkos trasport yang minimum. Ongkos transport ini meliputi ongkos
pengangkutan bahan-bahan baku ketempat produksi dan ongkos pengangkutan
hasil/produksi ke tempat konsumen. Ongkos trasportasi tergantung dari : (1) Berat dan
volume yang diangkut (2) Jarak yang ditempuh (3) Sistem dan alat trasportasi yang
dipakai (4) Keadaan daerah dan keadaan jaringan jalan serta (5) macam barang yang
diangkut.

Tujuan adanya peraturan ini adalah agar mayarakat dapat membedakan antara
kayu rakyat dengan kayu hutan, Meningkatkan rasa aman masyarakat Menciptakan tata
usaha perkayuan yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab Untuk pengendalian
penebangan kayu. Mengenai perizinan penebangan kayu serta pengolahan kayu di
wilayah Kabupaten Mojokerto, ada beberapa pendapat dari masyarakat didaerah
Kabupaten Mojokerto yang mengemukakan tentang perizinan tersebut antara lain,
mereka menganggap dengan adanya perda ini lebih mempermudah masyarakat dalam
memperoleh hasil hutan untuk di jadikan industry. Hanya dengan melampirkan surat atau
mengurus surat perizinan dari wilayah Desa tempat tinggal masing-masing penduduk,
sudah bisa menebang kayu rakyat.

Masyarakat di Kabupaten Mojokerto mayoritas sebagai petani, namun, beberapa
industry besar adalah meubel. Yang bahan bakunya diambil dari hutan di wilayah

Kabupaten Mojokerto. Masyarakat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perhutani
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dengan dimudahkan dalam pembuatan perizinannya, sehingga masyarakat yang dulu
enggan mengurus surat perizinan sekarang menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka
sebagai masyarakat yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku, berbeda dengan
jaman dahulu, masyarakat belum sadar akan adanya pengurusan perizinan, mereka
menjarah kayu-kayu di hutan dengan bebasnya karena menganggap kayu hutan adalah
untuk rakyat dan milik rakyat.

Sehingga, akibatnya adalah, hutan-hutan produksi di wilayah Kabupaten
Mojokerto habis atau tandus dan kayu—kayu yang menjadi tumbuhan mayoritas di
wilayah hutan tersebut sudah sangat berkurang jumlahnya. Dengan adanya hal tersebut,
sering kali terjadi longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya yang sangat mengancam
masyarakat di wilayah tersebut. Rusaknya Hutan dan lahan akibat kebakaran pada
musim kemarau, akan menimbulkan bencana erosi, banjir dan longsor pada musim hujan
karena daya dukung hutan sudah tidak mampu lagi untuk meresapkan jutaan M3 air
hujan sehingga limpasan aliran permukaan lebih besar dan sedikit air yang meresap
kedalam tanah , bencana banjir selalu mengancam, pada musim kemarau sumber mata air
akan berkurang dan terjadilah kekeringan, petani gagal panen, mahalnya kebutuhan
pokok, kesulitan air bersih, menimbulkan penyakit, dll.

Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan Nomor 03 Tahun 2002 tentang
ljin Tebang Kayu Rakyat, Tata Usaha Kayu Rakyat Dan Kayu Hutan (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Lalu di gantikan oleh peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2009 ijin tebang kayu

rakyat dan tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Mojokerto. Perda ini dirasa sudah efektif
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dengan semakin sedikitnya tindakan kriminalitas atau tindakan pencurian kayu-kayu

hutan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Setelah adanya perda tersebut,

Mekanisme perdagangan kayu Sengon dan Jabon yaitu kayu yang dibeli oleh
pengepul kemudian dijual kepada pedagang besar yang memilah-milah grade kayu untuk
dijual lagi kepada IPK Kkecil atau besar. Sebagian dari pengepul membawa kayu ke
sawmill lokal untuk diolah menjadi kayu gergajian sebelum menjual ke IPHHK atau
dijual keluar daerah. Dengan mekanisme seperti ini rantai perdagangan telah melewati
beberapa pedagang sehingga marjin harga tertinggi adalah ditingkat pedagang perantara
sementara petani tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan adanya pola

kemitraan diharapkan dapat memperndek mata rantai pedagang perantara.

Petani diharapkan bergabung dalam suatu kelembagaan seperti Kelompok Tani
Hutan Rakyat membentuk suatu kelembagaan baik berupa koperasi atau lembaga
keuangan mikro yang dapat secara langsung menjual hasil panen kayu kepada IPHHK
yang menjadi mitra dengan harga pasar berlaku dengan meminimilkan campur tangan
pedagang perantara dan dengan umur panen sesuai daur tebang teknis. Dengan
mekanisme seperti ini diharapkan margin keuntungan tengkulak dapat dinikmati oleh

petani sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani secara nyata.



